
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No. 151, 2017 KEMEN-ESDM. Jual Beli Tenaga Listrik. 

Perjanjian 
 

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 10 TAHUN 2017 

TENTANG 

POKOK-POKOK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka mewujudkan kegiatan usaha 

penyediaan tenaga listrik yang adil dan transparan serta 

memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan 

perjanjian jual beli tenaga listrik agar pembangkit tenaga 

listrik dalam sistem tenaga listrik memenuhi keandalan 

sistem yang dipersyaratkan, perlu mengatur pokok-pokok 

dalam perjanjian jual beli tenaga listrik antara               

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dengan badan 

usaha pembangkitan tenaga listrik; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pokok-

Pokok dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4746); 

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang 

Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5052); 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas 

Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5585);  

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang 

Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik 

Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 

Nomor 34); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang 

Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 

tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5530); 

6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289); 

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 03 Tahun 2007 tentang Aturan Jaringan Sistem 

Tenaga Listrik Jawa-Madura-Bali; 

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 37 Tahun 2008 tentang Aturan Jaringan Sistem 

Tenaga Listrik Sumatera; 

9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan 

Sertifikasi Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 166) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber 

Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan 

Sertifikasi Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 560); 

10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 02 Tahun 2015 tentang Aturan Jaringan Sistem 

Tenaga Listrik Sulawesi (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 29);  

11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782); 

12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Aturan Jaringan Sistem 

Tenaga Listrik Kalimantan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 982);  

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA 

MINERAL TENTANG POKOK-POKOK DALAM PERJANJIAN 

JUAL BELI TENAGA LISTRIK. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang selanjutnya 

disebut dengan PJBL adalah perjanjian jual beli tenaga 

listrik antara PT PLN (Persero) selaku pembeli dengan 

badan usaha selaku penjual. 

2. Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, badan 

usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbadan 

hukum Indonesia, koperasi, dan swadaya masyarakat 

yang berusaha di bidang usaha pembangkitan tenaga 

listrik. 

3. Sistem Tenaga Listrik adalah sistem penyediaan tenaga 

listrik yang terdiri dari sekumpulan pembangkit dan 

gardu induk yang terhubung satu dengan lainnya oleh 

jaringan transmisi dengan pusat beban atau jaringan 

distribusi. 

4. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang selanjutnya 

disebut PT PLN (Persero) adalah badan usaha milik 

negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk 

Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi 

Perusahaan Perseroan (Persero). 

5. Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik (Grid Code) adalah 

seperangkat peraturan, persyaratan, dan standar untuk 

menjamin keamanan, keandalan serta pengoperasian dan 

pengembangan sistem yang efisien dalam memenuhi 

peningkatan kebutuhan tenaga listrik pada Sistem 

Tenaga Listrik.  

6. Commercial Operation Date yang selanjutnya disingkat 

COD adalah tanggal mulai beroperasinya pembangkit 

tenaga listrik untuk menyalurkan energi listrik ke 
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jaringan tenaga listrik milik PT PLN (Persero). 

7. Availability Factor yang selanjutnya disingkat AF adalah 

faktor ketersediaan, perbandingan antara jumlah 

produksi tenaga listrik dalam kilowatt hour (kWh) yang 

dibangkitkan dan diambil atau dianggap diambil oleh     

PT PLN (Persero) terhadap jumlah produksi tenaga listrik 

terpasang dalam jumlah produksi listrik maksimal yang 

mungkin dapat dibangkitkan berdasarkan net dependable 

capacity sesuai kontrak dalam kilowatt hour (kWh) 

selama periode tertentu. 

8. Capacity Factor yang selanjutnya disingkat CF adalah 

faktor kapasitas, perbandingan antara kapasitas rata-rata 

dalam megawatt (MW) produksi selama periode tertentu 

terhadap kapasitas terpasang. 

9. Pengendali Operasi Sistem (Dispatcher) adalah unit                   

PT PLN (Persero) yang melaksanakan pengendalian 

operasi sistem sesuai ketentuan Aturan Jaringan Sistem 

Tenaga Listrik (Grid Code) setempat. 

10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang ketenagalistrikan. 

11. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang 

mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, 

pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan 

lingkungan di bidang ketenagalistrikan. 

 

Pasal 2 

(1) Peraturan Menteri ini mengatur ketentuan mengenai 

pokok-pokok dalam PJBL antara PT PLN (Persero) selaku 

pembeli dengan Badan Usaha selaku penjual pada Sistem 

Tenaga Listrik.  

(2) Pokok-pokok yang diatur dalam PJBL sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek komersial untuk 

seluruh jenis pembangkit, termasuk pembangkit listrik 
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